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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Eksekutif Review 

Dalam Proses Penyusunan Raperda Terhadap Penarikan Draft Raperda Inisiatif 

DPRD Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren ini adalah: 

1. Dasar dari penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok 

Pesantren di Kota Palangka Raya ini ditarik dengan alasan peraturan 

Perundang-undangan tidak boleh tumpeng tindih dan peraturan tentang 

Pondok Pesantren tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan 

Pesantren serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Pendidikan Pesantren, hal ini didasarkan juga pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang 

menyatakan bahwa “Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati atau 

wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan 

dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.” 

2. Mekanisme Tahapan dan Penarikan terhadap Rancangan Peraturan 

daerah tentang Pondok Pesantren telah sesuai dengan Peraturan Daerah 
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Kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, dan Peraturan 

DPRD kota Palangka Raya nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 

saran yang dimasukan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian Eksekutif Review 

Dalam Proses Penyusunan Raperda Terhadap Penarikan Draft Raperda Inisiatif 

DPRD Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren ini adalah:  

1. Bagi penyelenggara Eksekutif Review untuk tetap menjalankan 

kewenangannya seperti pengawasan, analisis, dan evaluasi terhadap 

produk hukum daerah yang tumpang tindih lainnya, mengingat 

efektivitas penerapan Eksekutif Review dalam studi kasus Raperda 

Inisiatif DPRD Kota Palanka Raya tentang Penarikan draft penarikan 

Rancangan peraturan daerah tentang Pondok Pesantren sudah sesuai 

dengan peraturan Perundang-undangan. 

2. Bagi pembentuk produk hukum daerah untuk tetap memperhatikan 

urgensi dilihat dari studi kasus Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka 
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Raya tentang Penarikan draft Raperda tentang Pondok pesantren yang 

dimana peraturan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam peraturan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan 

Penyelenggaraan Pesantren serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 

Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren sehingga seharusnya tidak 

perlu adanya produk hukum baru di tingkat daerah.  
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